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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 420/ 35¢3 /SLTP-SM/V_HI/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI-2 PALANGKA RAYA
o KEPADA |
~ KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

PCLRGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
’ KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

Membaca ¢ Surat Ketua Yayasaan Perhimpunan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi
Persatuan Gury Republik Indonesia Kalimantan Tengah Palangka Raya Nomor :
071/PPLP-PT-PGR!/KTGNI/ZOOS tanggal 10 Juni 2008 Perihal mohon Ijin Operasional
SMA PGRJ-2 Paiangka Raya.

Menimbang  : ,. Bahwa dalam rangka pemerataan perluiean kesempatan belajar, maka dipandang perlu
memberikan kesempa'an kepada pihak Swasta untuk ikut serta berpartisifasi dibidang
pendidikan N

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan Survey Lapangan permohonan Yayasan
Pembina Lembaga Pendidikun Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia
Kalimantan Tengah  Palangka Raya”  memenuhi persyaratan minimal untuk
menyelenggarakan péndidikan pada Sekolah Menengah  Atas (SMA) PGRI-2
Palangka Raya ,

¢. Bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan o'eh pihak Swasta tersebut dapat berjalan
dengan tertib maka dipandang perlu meri)berilian ljin Operasional kepadi. Yayasan
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. :

Mengingat L. Undang-Undang Nomor § Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Praje Falangka
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2753); STy

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang  Sistemn
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomor '8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tumbahan Lembaran Negara

* Republik Indonesia Nomor 4437); ‘

4. Peraturan Pemerintah Nomor - 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Republik indoncsia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pend'dikan
Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor : 56 tahun 1999

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidik an;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah; o



